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PENGATURAN PENGUASAAN TANAH HAK MILIK BAG]I ORANG ASING
DALAM PENGEMEBANGAN WISATA PANTAI DT LAMPUNG BARAT

Oleh
FX. Sumarija
Staf Pengajar Bagian HAN Fakultas Hukum Unila

Abstract: This research iz to indicate the cowsel foctor of prohibatrve regulotion about the
guthority of lond property ownership by forewgners/sirangers (s not effective, end the concept
oftmw policy for the regulation ofan cuthority of lond property owaership especially seashore
areaq in develnping coast toweism obfect inwest Lampung Regeno The methadalgy of research
i5 rormalive and empivical veseavch. The result of research is found thet the prohikitive
regulation about the authority of land property ownership by foreigrers/strangers is not
complate and can kot salve the cases af the authority afland property owanership by farcigners
At was caused both low factor ond social and economic factors. The exact concept that con
be applied townerd an authority of land property ownership by foregner is proprietary rights
on the lnnd concession rights,

Key words : lond concession rights, stranger/foreigner, seashore

. PENDAHULUAN telah merefleksikan kondisi tersebut,
Rumusan iw bersifat imperatif, karena
mengandung perintzh kepada Negara agar
bumi, air, dan kekayaan alam vang
terkandung di dalamnya, yang dilemkan
lalam PENZUASAAT Mepara it
dipergunakan sebesar-besar untuk
mewnjudkan kesejahteraan bagi seluruh
rakyat Indonesia, Tujuan dari penguasaan

okh Wegara atas bumi, air, dan kekayaan

Teori hukum kodrat dapat dibedakan
menjadi dua. fertama yang
menitikberatkan kepada manusia sebagai
diri sendiri, dengan memberi tempat vang
mitlak dan memberi tempat vang kokoh
lkepada tanah, dan kedwa, vang
menitikberatkan kepada kodrat manusia
sebagai individu! Tidak terdapat manusia

kalau tidak ada mnah dan setiap manusia
it sama haknya terhadap tanah. Pada
kenvatannya tidalk setiap manusia
mempunyai hubungan langsung dengan
mnah.

Realita it telah disadari pendiri bangsa
[ndonesia sejak semula. Perumuzan Pazal
33 Ayat [3) Undang-Undang Dasar 1945°

Vo Motonegerdg, Politik Hokbwer dan Peeiddanaraen
Agraria ai nidpiezia, Penechit Bing Aksars, |lakarm,
1984, klm. 17- 145
Pasal 33 Awvat (3] LRID 1545 "Muma danair dan
Zpkayzan alam vang terkandung 41 dalamnys
dikuazii wleh Megara i diperguoni=an utilk
sebesar-besar kemakmuran rokyat’

alam vang terkandung di dalammnya adalzh
untuk mewujudkan kesejahteraan bagi
seluruh rakyvat Indonesia®

Perwujudan pengaturan hubungan antara
manusia  dengan  tanah  adalah
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (kbih lanjut di sebut
UUPAY, khususnya Pasal 2 ayat (1), [2), dan

Muchsin, Imam Koeswahyano dils. Halvem Agrario
ndonesio dafam Perspekelf Sefarah, Fenarbic PT
Tefilza Aditima Bendang, 20010, him, 29
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(3]%. Atas dasar kewenangan itulah
ditentukan bahwa hanya Warga Negara
Indonesia [WNL) vang dapat memiliki
nubungan dengan tanah vang paling
sempurna, yvait hak milik.

Praktik dilapangan banyak dijumpai mnah
pan@i di Kabupaten Lampung Barat yang
Lersttus hak mililk, secara fisile dikuasai
orang asing untulk membuka usaha
pariwisam pantai. [ika hak milik as anrah
pada akhirnya penguasaan fisixnya ada
pada orang asing, bisa berdampak negatif
baik bagi bangsa dan Negara, apalagi kalau
belum ada batas-batasnya, Artinya
kedavlatan wilayah Indonesia bisa-hisa
jatuh pada orang asing. Kalau demikian
tujuan semula dibangunnya Hulium Tanah
Masional unmuk mensejahterakan ralyat
akan menjadi sia-=ia.
i

Berdasarkan latr belakang di atas, perlu
dikaji: Mengapa pengaturan larangan
penguasaan tanah hak milik oleh orang
asing belum dapat  efektif, dan
Bagaimanakah konsep kebijakan hulum
pengatiran penguasaan kinah bagi orang
asing khususnya lanah pantai dakim rangka

'ofwar L Ams dazac Ketenluan dakim pasal 33 Undange
undizry Dagar dan hakhal sehagai dimaksud dalam
pazal 1, bumli, air dan ruang angkasa, termasek
kekayaan alam yang rerkandung didatbimnys itg pada
tingkasin tertinggl dikuasai oleh Hepara, sebagal
organisasi kskuasoan seluruh ralgyac Avar [2]
Hak menguasai dari Megnra termalosad dalam avat 1
pasal ini memberi wewsnang unnik:

2. Mengamr dan manyelengaarakan perenmiian,
peEnpgun, persediazn dan pemeliharzan buml,
air dan ruang angkasa rersebut

o Menentukan dan mengatur hubungae-huzongan
hulsum an@ara croang-cranyg dengan bumi, aic dan
ruang anghasa;

<, Menentukan dan mengatur hobungan-hubengan
hubkum antzra orang-arang dan perhaatan:
perbuakn hukum vana manganal bumi, air dan
ruaig angliasa
Awitt [3] Wewenany yanrg bersumber pada hak
renguasil dor Negara tersaor pada aval 2 pasal
ini digunakan unhuls mencapsl sehesar-bezar
kemakmuran rakyar, dalam arci kebahagiaan,
kos efahteraan  dan  kemerdekaan dalam
masyarakat dan Megara hukem Indanesla yang
merdaka, berdaular, adil dae makmur

pengembangan Kepariwisataan pantai i
Eabupaten Lampung Barat?

Il. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupalkan penelitian
hukum normatit {(dacerinagl research).
Pendekatan masalah dalam penelitian
nukum akansangat ditenkan dan dibatasi
oleh radisi ilmiah vang berkembang dalam
ilmu bukum, vang menurut Bruggink
didasarkan pada gagasan-gagasan
[denkbeelden) dan pendakatan-pendekatan
vang sudah ada {dalam arti dibatasi okh
tradisi flmiah di mana ilmuwan hokuom
berada), atau dalam terminologi Kuhin, oleh
paradigma yvang berlaku dalam ilmu
hulcwm.® Penelitian ini menggunakan
pendekatan perundang-undangan (st
gppraach}, pendekatan  konseptual
(canceptual approach], dan tentunya
ditunjang pendekatan noo-doctringd

lenis data yang digunakan adalah data
primer dan sekunder.® Bahan hukum
primer terdivi dari peraturan perundang-
undangan pertanahan, dan peraturan vang
berkaitan dengan pembentukan peraturan
perundang-undangan.

Analisis terhadap bahan hukum dan dam
dilaleulcan secara preskriptif-analitik, yain
memaparkan dan menganalisis kebijakan
hukum pertanahan dan pariwisat@ (asas-
asas hulium, ketentuan hukum positif dan
dgoktrin-dokirin hukum). Dari aspek ilmu
hultum dogmatik, analisis baban hukum
dilakukan dengan cara pemaparan dan
analisis tentang isi [struktur) hukum yang
berlly, sistematisasi gejala hukum yang
dipaparkan dan dianalisis, interpremsi, dan

[ohimny Thrahim, Teori don Metode Pevelition Hukm
fMarman, Malang: Bayu Medio, 2004, him, 302-318.
Lihat Perer Mabimad Marcuki, Peagiitian Hakam,
fukarzn Prepada Media, 2005, him. 1484-186.
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penilzian hukum yang berlaky™ Metode
nterpretasi hukum vang digunakan antara
lain interpretasi gramatikal [bahasa),
interprelas sistematis, interpretasi otentik,
interpretas) historis, dan interpretasi
lkomparatif, Kejelasan interpretasi akan
berfungsi sebagai rekonstrulsi gagasan
vang tersembunyi di balik aturan hukem.

11, HASIL PENELITIAN DAN
PEMEBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Ketidakefektivan
Hukum Tanah Mencegah Penguasaan
Tanah Hak Milik Oleh Pihak Asing

Hukum berfungsi member? panduan dan
tidak membelengzu, vaitu hukum harus
mampu menyekesaikan problem konkric
masyarakat sehingga tercapai keadilan
substansi, suatu keadilan vang tidak hanya
terpako pada teks-teks hukum secara
tertulis {positvistik)®. Manusia-manusialzh
vang berperan lebih penting.® Pendekatan
hukum progresif beranghkat dari dua
asumsi dasar. Pertama, hukum adalah untuk
manusia, hukan sebaliknya.'® Berkaitan
dengan hal tersebul, maka kehadiran
fukum bukan untok dirinya sendiri,
melinkan untuk sesuatu vang lebih luas
dan besar. Oleh karena i, ketika terjadi
permasalzhan hulkum, maka huliumiah
vang harus ditinjau dan diperbaildi, bukan
manusianya yang dipaksa-paksa untuk
dimasukkan ke dalam skema hulium.
[LHML Menwissen, ooy Hukwm (Peceifemah [, Aricf
Sudhar@), Pre fusing, [Ornal Uniks Parabyangan,
Tahun XL N A, Oktober 1993, him, 26-28.
Positivistik adulah cara berpikir yang bersifar
narmative an-sich, didasarsan pada ks pararn
alay endang-undang secara kakw, cara pemikiran
damikdane Blasanya digunakan olel ativan hulim
positivisme valin aliran hekem yang bersifat
narmakir,
Satjipto Rahardjo, Membedel Hebum  Progresif,
Fenerbic Bukiu Eompas, Jakart, cetakan keoga,
[anwari 2008 hilm,xix
* Lagjipta Rahardjo, Hekeor #rogrest Sebrah Socess
Hukwm Indoaesia, Gantn Publishing, Yogyakarra,
cetikan 1, Juli 2009 ilm, &

Kedua, hukum bukan merupakan institusi
vang muthl serta final mekinkan sangat
bergantung pada bagaimana manusia
melihat dan menggunakannya, Manusiakh
yang merupakan penentu, artinya hulwum
mempunyai ketergantunpgan dengan
manusia it sendiri, Oleh karena itu
menurut Satjipto Rahardjo hukum selaly
berada dalam proses untuk terus meniadi
(ferwe s g process, lew in the making)."
Hukum bukan untul hulkom ine sendiri
meinkan hulum untuk manusia.

Fenguasaan tnah okh arang asing diatur
datam ULUPA. Prinsip vang dipegang dalam
peratwran ini adalkh prinsip kebangsaan
dan nasionalitas. Prinsip ini sejalan dan
selaras dengan prisip hukem adat Hal ini
dapal dimengerti karena pada dasarnya
hulkum agraria {(UUBA) mendasarkan diri
pada hukum tanah adat Okh karena it, hak
ulavat diperiahankan dan dilaksanakan okh
penguasa masyarakat hukum adat vang
bersanglkutan,

Orang asing, artinya orang-orang yang
bukan warga masyvarakat hulum adat
bersangkutn, yang bermaksud mengambil
hasil hutan, berburu ataw membuka @nah,
dilairang masuk lingkungan fanah wilayah
suatu masyarakat hukum adat, tanpa ijin
penguasa adatnya, Untult itu fa wajib
memberikan kepadanya barang sesuaty,
yang disebut pengizi adat Dengan izin
penguasa adat it dapat membuka tanah
untuk berladang atau untuk dijadikan
kebun mnaman muda, yaim kebun yang
ditinami dengan tanaman vang tidak
memerlkan wakt lama unmk dipungut
hasilnya. Sebab, orang-orang asing hanva
boleh menguasai ame mengerjakan mnah
vang dibukanya itu selama satu panen saja.
Tanah yang telah dibula it dikuasainya
dengan hak pakai, Orang asing tidak bolkh

" Endipie Kakarjo, Hakem Progeesif....... el hlm. G
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(tidak dapat} mempunyai bnah dengan hak
milik, Demikian itu ¢ daerah-daerah
dimana hak ulavainya masih kuat Crang
asing dengan izin penguasa adat
diperbolehkan mengambil hasil hutan,
berburu dan lain schagainya. Dari hasit
vang diperakhnya dari pengusabaan knah
atau pengambilan hasil human, ia harus
menverahkan sebagian [biasanya
sepersepulub) kepada Penguasa adat
Searang asing yang membula mnah amu
mengamhbil hasil hutan tanpa izin
melakulan suaty tindak pidana menurut
hukum adat [atau disebut maling tnah
adat, maling hutan).™*

Frinsip nasionalitas dan kebangsaan ini
diterjemahkan dan dituanghkan dalam
ketentuan Pasal 9 Avat (1], bahwa "Hanya
warganegara Indoncesia yang dapat
mempunyai hubungan hukum yang
sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang
angkasa, dalam bams-batms ketentuan pasal
1 dan 2" Orang asing’® hanya
diperkenankan untuk menguasai mnah
dengan Hak Pakai dan Hak Sewa untuk
Bangunan. Dengan kata lain orang asing
atau WHNI vang juga WHNA {dwi kewarga-
NEFaraan| tidal diperbolehkan
mempunyai hak milik atzs mnah, demikian
juga setiap perjanjian yvang inktinysd
menyebabkan peralihan hak milik atas
tanah kepada orang asing, batal demi
nukm, Tindakan demikian secara yuridis
bertentangan dengan undang-undang,
dalam hal ini UUPA. Tindakan itw

' Harseno, Baedi, Rekwm Agracte Indssesia; Seigrah
Feoben ke Undang -Uadang Pokak Agroria, 15i dan
Pansonaenree, Penerbit Diambatin lakarz, 2008,
Bl 1410

I* Pasal 42 dan 45 UUPA “orang asing yang

berkedudulan di Indonesia”

fasal 21 Ayat (1) Orang asing vang sesudah

berlabunva dndang-dodang ind mempearalel lak

milik karena powarizans@npa-wasiat atag
percanpran e kavena pockaswinm, demikian
pula warsaneaara Indonesia yang mempunyai hak
mitik can serelah perlakunya wndang-undang ini
kehilangan kewarganegraannya walib mekpaszkan

merupakan tindakan yang disebut
penyelundupan hulium, dan herakibat batal
demi hukum. Tindakan demikian di
bebarapa negara lin juga dilarang dan hatal
demi hukum, bahkan di Thailand, orang
vang namanya dipinjam/pemberi kuasa
(rnomine) diancam sanksi pidana dua whun
penjara dan denda 20,000 Baht"

Guna mempertahankan prinsip
kebangsaan dan nasienalitas, perlu ada
kebijaksanaan barw. Misalnya bagi nomine
diancam sanksi pidana dan denda, amupun
kaku ada WHNI {pria atau wanifa] menilah
dengan WHNA membeli tanab harus di-
telusuri sumber dananya. Jika dikemhui
sumber dananya dari pihak asing dikenai
pajak yang Cingei, jika sumber dana dari

hak it didalam jangka wakt satu rahun sefak
diperalchnpa  hak rersebur amo lilangnys
kewarpanegaraan 5. lika sesadah janglka walio
tersebut Smpon hak milikine iidak dilennskan, maka
hak tersalut s kareny hulom din Bnahnwm
jirtuh pada Megara, dengan kereniuan babwa hak-hak
gihal Bin vang membahaninyga 1eap berlingaung.
Awat {4 Selin seorang disamping kewsrgancgaran
Indoneslanya mempunyal kewarganegarnan asing
maka iz ridak dapat mermpunyai Rinah |:|-"._.||_:_;.1r| hak
milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3
paasal ini, Pazal 28: Ayar [1] jual-hali, panckarcan,
penghitishian, pemberian dengan wasiat, pemberian
menurut hukum adat dan perbwamn-gerbuamn Sin
yvang dimaksudkan wotuk aemindabkan hak milik
sertn pengawasannva diawr dengan Feraturan
Pemerintih, Ayaz (2] Seciap Jual beli, penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat dan
perhuatan-perzeamn kin yana dimalksudkan un ik
langsung amu ek langsung memindahkan hak
milik fapada prang asing, kepadap seoming
wilrgancgara vang disamping kewarganegaraan
Indonesianvi mempunyai Rewargasegaraay asing
Jlau kr:||.:||:|:| suiku Eelan Bigkom, kecuah VilmlE
citetapkan aleh Pemeringh termaksad dalom pasal
21 avar 2, adalals bawl karena hekem dan ioahnya
iatuh kepada Megara dengan katentuan, bahiwn hake-
hak pikzk Tin yang membsbaninya totap
bherfangsung sertm semun pembayaran yang elal
diterima alel pemilik ticdals dapat ditmit kembali,
Lihat Patursn Maohkemah Apung -rgl 27- 1 - 1975
Mo ¥31 AP TT A Dedoer Ferkorr : Mg Darmono
Soencdiwino lawsn 1oabidin £ lskandars 20 Aban:
3. adjun dan Rawan-Kawean
* Maria SW Sumardjono Alteragif Hebijabon
Pangroiran Hak Ams Tanah Seserma Bangunoa bag!
Warga Negoes Aving dan Baden Hafem Asing,
Penerbit buku Kompas, lakarm, 2007, him. 19
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WH1 maka WNA membuat pernyataan
tertulis- bahwa tanahnya tidak akan
diklaim'® seperti di negara Thailand. Bagi
pihak-pibal: [Pejabat Kantor Permnahan
MNotaris/PPAT, aparat kecamatan, dan
aparat desa/ kelurahan,] atau siapapun
vang terbukti membatu memfzsilitsi ter-
jadinya nemine dikenakan sanksi tegas
[Batk pidana maupun denda),

Ketentuan yang mengadakan perbedaan
antra Warganegara Indonesia dan orang
asing dalam pemilikan minah adalah sesuai
dengan asas dalam Hukum Adat Juga dilihat
dari segi Hukum Perdata Internasional,
pembatasan hak-hak orang asing ams tanah
dapat dipermnggungjawabkan, Menurut
Andreas Hayes Hoth, sepert dikutip
Sudargo Goutama, tampaknya ada
kesepakatan universal bahwa suat negara
diperbolehkan tidak mengizinkan orang-
orang lain selain warga-negaranya sendiri
untuk memperokh benda-benda tewp di
wilayah kekuasaannva. Berdasarkan
penelitiannva,  Haves-Roth  ,dapat
merumus-kan  sualu  hukum, yang
disebutnya "Rule number 67 Berdasarkan
azas wmum Hukum [nternasional,
keistimewaan yang diberikan kepada
arang-orang asing untul berpartisipasi
dalam kehidupan ekonemi negara dimana
ia bertempat tinggal tidak sampai meliputi
pemilikan semua atau benda-benda
tertentu, baik benda-benda bergerak
maupun benda-henda tetap?”

Ditinjau dari segi Hulkum Internasional
Publik, Republik Indonesia sebagai negara
merdeka  dan herdaulat,  berhalk

* Wargn negara Thatland [gerempuan mavpun lak-
Ski) yang mentkah dengan WHA membeli tnzl o
Thailand dengan membukeikan bahwa dana vang
digunokan unmk membeli Boah tersebut herpsal
dari merskn dan pibaok WHA nrembt PECMYAGEILn
terbdis bakwa moal ine idak akan dikkim okh pihak
WHA. Maria BW Sumardjona, Altarneal . Thid him,
33

Harone, Boedi, fwkam Agreria (ndenesis
223

— Baein, b,

mengadakan ketentuan yvang membatasi
lkemungkinan bag: orang-orang asing
menguasai mnah dengan hak-hak tertentu.
Bukan hanya Hak Milik vang tidal dapat
dipunyai orang-orang asing, melainkan
juga Hal Guna Tsaha dan Hak Guna
Bangunan®. Seseai ketentuan Hukum Adar,
Penjelsan Pasal 42 DUPA ser PP 4171995
tenting Pemilikan Rumah Tempat Tinggal
Atan Hunian Oleh Orang Asing Yang
Berkedudukan di Indonesia dan Peraturan
Mentert Megara Agrarvia/Kepala BFN 7/
1996 jo B/19%6 tentang Persyaratan
Femilikan Rumah Tempat Tingeal atao
Hunian Qleh Orang Asing,'” orang asing
hanya dapat menguasai mnah Hak Pakai,
dengan kewenangan yang terhatas.

secara logis ketentuan normatif lrangan
penguasaan @nah hak milik aleh orang
asing™ vang diuraikan di depan
nampaknya sudah selesai. Namun jika
diperhatikan sebenarnya pengaturan
tersebut belumlah tunms, Satjipto Raharjo
memberikan istilah belum final awu tidak
jelas* Undang-undang it tidak seklu jelas.
Kemampuannya untuk memberikan
jawaban terhadap seribu-satu persoalan
vang dihadaplan kepadanya juga sangat

" Pazal 30 da 36 UUPS

" Harzona, Boed, LocOie,

' Pazal 9 Ayar{1) dan Pasal 26 Avat (1) & (2] QURA
HFI‘:I'l“Jg:‘\-"II'I an |.1:|51Iunﬂ.»:|-13 wmiang ada jarzk
vang esar sekali, vang me-nvebabkan kesenjangan
antira gagasan dae umdimg-undang. Merencskin
ke dalom peratcan terikat pada banyak hal seperti
mmbahas, kelavazn kesakaw dan Bin-kin, Maka
tidak :i.zl.ll lah .1|:|.:||iI:| orang mengatikan, bahwa
nukuim. it sdaiah suomd "permainan bahasa’
Harguwage gamel. Baliaga schagal alar uniuk
menyamaikan pesan gagasan banyak mengandu e
zeterbatmzan, ikl Wl] thova peratiran io masis
menmbutuhiian komponan yang disebut penjelazan.
sesunggehoyva, Eemua teks  rertulis
membutebikan penafsiran, bukae iy pasal-pasal
vang diveri penjelasan okh updapg-undang. Maka
itu kellrulah mengatakan endang-undang amu
hukuem sudoh jelaz. Lebib bujor divraikan hukiam
¥Ang dhﬂilangk-‘-u Bahkzn diungaelzan untuk
mendamngkan dan menjaza ketortibin masyarakat,
barug mengakul, balwa dalvm dirinva sandivi juga
terjadl gejolak anpa hents, Dalam suaty kuroan
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rendah. |a tidak menyediakan pasal-pasal
vang segera lngsung bisa dipakal untalk
menyelesaikan  persoalan-persoalan
tersebul. Maka Schalten mengatalan
adalkh sesuam vang khayal apabil orang
beranggapan, bahwa undang-undang it
telah mengatur segalanya secara mntas®
Hulwim it cacat sejalt ia divndangkan atau
dilahirkan. Banval faktor vang turat ambil
bagian dalam melahirkan keadaan cacat
tersebut Lebih daripada the, hukum in juga
bisa bersifat kriminogen, artinya menjadi
sumber bagi kejahatan.®® Hal ini sejalan
dengan pendapat 5 Poerwopranote® dalam
bukunya penuntun ten@ng hukum tnah,
bahwa selama laranzan menjual mnah
xepada arang asing masih ada, sudah tentu
arang asing mencoba melanggarnya,

Hukum progresit berkeyakinan babwa
hukum adalah suatu institusi yang tidak
pernah berhenti bergerak menemukan
moral otentilnya. Hulom selals berkuglims
in the raking.” Okh karena iy, setiap hal
vang menghambat proses tarsebut harus
dihilanglan. Dengan demikian, setiap
peraturan perundang-undangan vang telah

terienmd, kehidupan bisa berjalan deagan  retatif
CIRTHTLA :111.:|:||'.]_|; |'_|:||:I:| waleh Ving Lrin '-;l:t|:||:|||g|5r|
dan ketartiban it harus diterabos uniek
mnuclpmh:au ketectiban  vang kbik haik.
Kendatipun  dirancang untuk menciptakan
ketertizan dan pada  suame Buaren wakoo ertani
katertibion it relasif memang  tercapal. namun
dalam keherhasilan it ter-kandung bibicebibir
kegagalan, Sekarang arang semakiin palian, balwea
dalam ketergiban tersimpan  bibihibit
ketidalkiertiban, schingaa muncel ungkapan
“etertiban muncul dart ketidak-tortisan” Jorder our
of chaps]. Bukti-hukti empirik mengenai hal
tersebut, yang bermula daci ime-dmu fstka dan
kimia, sekarang juga sodah merantbab mapsek ke
riah ilmestlmu sosial dan hokum, lhao [Sagipoo
Rahordjo, Biarkon Hakoeo Mengalie, Jakacm; Bul
Hompiag, 200 him, 133)

- Bahan kuliah Prof Tiip. [Penalzican hukun yany
prageesiil.,

Y Batipie Kahard)ja, Blarvar duswm Mangoli Jakara:

Buku Kompas, 2008, him, 141

SPoervopraneio Penunomn Enmng Hasao: Yaack, TH54

satjipto Rahardjn, Muioem Progresif Bechadopan

cieigan Kemapanan, Jurnal Hokuny Prograsit. POIH

Undip. Semarang, 20035, him, &

dibuat, tidak pernah diangzap sebagat
sesuate yang final dan sempuorna. Hal ind
disebablkan oleb ketidakmampuan hukum
untuk mengikut perkembangan adah
manusia yang selalu bergerak dan berubah,
Seperti halnya manusia yang selalu
bergeralt dan berubah, hulkumpunr harus
mengiltuti  geralt dan  perubahan
masyarakat

Amanat Pasal 26 Avat (1] babwa juzal-beli,
penukaran, penghibahan, pemberian
dengan wasiat, pemberian menurut hukum
adat dan perbuatan-perbuatan lain yang
dimaksudkan untuk memindahkan hak
milik serm pengawasannya diahire dengan
Peraturan Pemerintah, hingza hari ini
belum ada. Kalaupun yvang dimaksudkan
aleh ayvat ing adalah PP 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, ternyata dalam
ketentuan itu tidak diketemukan juga
pengawasan terhadap peraliban hak milik
atas mnah yvang bermaksud memindahkan
tinahnva kepada pihalk asing. Sehingga
Pasal 9 Ayat [1) vang ditindaklanjuti
dengan Pasal 26 UUPA, tetap masib belum
final, Terbukti pada mhun 1982, untuk
menghindari terjadinya penvelundupan
Bukum yailu pemindahan hak milik ams
tanah Kepada pihak asing dikeluarkan
Instruksi Menteri Dalam Megeri Momor 14
Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan
Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak
Atas Tanah. Praktik «i lapangan
penyelundupan hukum tetap terjadi. Pihak
asing dengan mudahnya menguasai tanah
hak milik dengan cara nomine*/stroaman,
Bahkan Maria 5W Sumardjono, mencatat

A person nemed, ar desigaased by anodher, o any offfcs,
fduty ar pasinan; one podesed o proposed by ochers
Jfoe affice or for eleolon fa pffice = Seseorang bernama,
atu yang dimnjok, oleh vang Gin, unnk seciap negas,
kantar, atau posgisi; zaty dicalonkan, amu vang
dinsulkan, ckh arang Sin untl kanter amu unik
pe:‘n”i?l:'lu jniaken. r':|.1-'.l'.I"-\"-'-"'-'-'-'i-'lI.::IJ’.'I'iIr:E|i-I|:L‘-I.'I:In'Iln"
manshtad-textphp)
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enarm cara®’ vang biasanyva ditempuh pihak
asing untuk dapat menguasai hak milik atas
tanah.

Menurut pemikiran L. M. Friedman dan
Hans Kelsen, bahwa sistem hukum dalam
operasi aktualnya mervpakan sebuah
prganisme kampleks di mana struktur,
subs@ns, dan koltr berinteraksi, Efeltif
tidaknya suatu  lketentuan  hukum
dipengaruhi oleh ketiga komponoen,
Efeltivitas hukem diartikan bahwa orang
benar-benar berbuat sesuai norma-narma
hukum sebagaimana mereka harus
berbuat Mengingat norma hukumnya
tidak lengkap, hagaimana orang harus
berbuat, sehingea ketentuan Pasal 9 dan
Pasal 26 UUPA, masih dapat diper@nyakan
dari sist struktur hukumnya, Siapakah yang
diberi kewenangan okh undang-undang
untuk mekkukan kentral fpengawasan dan
penindakan terhadap WNI yvang kehikingan
kewarganegarasan atau  mendapat
kewarganegaraan lain yang mempunyai
hak milik atas tanah, bagi WNI yvang
mengikatkan perjanjian dengan pihak
asing yang intinya melakukan peraliban
hak milik atas mnah. Pralktiknya, kalaupun
peradilan vang diserahi mnggungjawab,
mereka menunggu jika terjadi sengket di
pengadilan, baru bertindak. Berarti tujuan
awal larangan penguasaan tanah oleh pthak
asing tidak terwujud Inl terbuktl dengan
banyalinya kasus penguasaan tanah hak
milik oleh pihak asing.

Secara substansi, hukum @nah nasional
sebagai sub sistem dari hukum nasional
ternyatm masih harus dikonstrulst kembali,
misalnya dengan menambabkan aturan
tentang pihak vang diberi kewenangan

oYaim, Herjanjian pemiiikan Boah dan Sucat keasa,

perjianjian apsl, perjanjian sewa-menyewa, kuosa
menjual libah wagiat, dan Sucat peaeoyiksan ahli
waris,  Lihat  Maria  5W.  Sumardjona,
Alparradf i hiling 14-15

untuk melakukan pengawasan, kontrol
serta tindakan konkrit untuk mencegah dan
meanyveksaikan penguasaan mnah hak milik
aleh pihak asing. Menelapkan sankst denda
atau pidana terhadap siapapun baik
pejabat, penegal hulum, warga
masyarakatatau siapapun vang membantu
atau terlibat, sehingga orang asing
menguasai tanah hak milile Karena
disinyalir banyak notaris /camat dan kepala
desz memberikan pelayanan terhadap
arang asing yang ingin mendapatkan mnah
hak milik, dengan cara membantu
méembuatkan surat kuasa muthlk Aaupun
perjanjian jual beli mnah hal mililt oleh
pihak asing dengan cara pinjam nama
(nomine/stroomany,

Y. Dror dalam M. Irfan Islamy?,
mengemukakan tujuh model pembuatan
keputusan sementara Thomas R Dey dalam
lsmail Mawawi mengemukakan sembifan®
formulasi kebijaksanaan publik, sam di-
antaranya adalah model inkremenml Model
ini beruszhy untuk merevisi formulasi
modae]l kebijaksanaan rasional vang
mengalami berbagai kesulitan dalam
implementasinya. Dengan model ini
berupaya untuk memodifikasi
kebijaksanaan yvang lengah berlangsung
atmu kebijaksanaan yang telah kalu. Mode]
Inkrementl banval digunakan negara-
negara berkembang, karena negara yang
sedang berkembang mengalami berbagai
problem dan keterba@san wakt untuel:

B oYaitu: 17 Pure Brcloaality Model 2] Econaimioah
rarsrol Maded 3§ Secasabizi-Decisidion Magel 4]

Fational Madel 7) Opeimal Woded, dalam M. [rfan
Islamy, Privsig-Frinsip Pervmuesgn Kebijabksanoan
MNegara, Jakari: Bud Aksara 1951, him 35-36,
Dey mengemulkakan sembilan model formualasi
kebifaisanaan: 1) madel sigvemny, 2] mockl Tlit, 17
kel instimsional 4] medel kelompok, 5] model
prazes, &) madel racianal, 7] model inkramental B]
madel pilihan publik, dan ) madel teari permainan
[H. lsmail Mawawi, Public Palicy Avalisis, Soeadegi
Advokasi Teari dan Prakek, Serabiw: PMP, 2009, hin,
135-129.)
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menyvelesaikan permasalahan-
permasalahan yvang terus berkembang,
termasul larangan penguasaan anah halk
mililke oleh pihak asing. Sehingza
rekonstruksi ketenluan hukum
menggunakan maodel inkremental dapat
dilalulan,

Secara kulturz] warga masvarakat tampak
tidak pedduli dengan kondisi penguasaan
tanah hak milik oleh pihak asing. Hal ini
bisa diltarenakan tidalk adanya kesadaran
hulum warga masyarakat tenmng akibat
ke depan jika banyak tanah hals milik
dikuasai pihak asing.®

Dariuraian di atas, dapat dikamkan bahwa
kemampuan aturan larangan penguasaan
tanah hak mililk oleh pihak asing untul
memberikan jawaban terbadap beberapa
persoalan yang dihadapkan kepadanya
sangat rendah, la tidak menyediakan pasal-
pasal memadahi vang segera langsung bisa
dipakai untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan tersebut, sehingga aturan
Rrangan penguasaan tanah hak milik oleh
pihak asing tidak efektif dalam
aklualisasinya.

* Misaleya, dengan keberlalwan UL He 25 Tahun 2007
tentang Penanaman Madal yang membiuka luas
sekier usala berpotenst mengancant wspha
perikapan budi dova. Deegan sdanys undang-
undang ini, maka Pemedal Asing dapat menguasai
sebuah pubiu dan panal di mana pen di wilivah
Ingloncsia, Mercka akan mepuiup akses bagi
mazyarakat Lahan bodi daya perikanan akan
dikiagsi pengusahn asing vang memiliki medal
basar dan didukung pemerinmh masing-masing
Eanyak sekali pengusaha asing mengincar kekovaan
sumber daya zlam Indenesia sebagai sanu-sammy
yung masih bisz diungeullcan dan menjadi Sekvatin
bangza ini. Sebagaimana divtarakan akh Shidig
Mogglim Ketallmum Masvarakat Perikaman
Musanmra (MPH) pada hartian Suara Pambaroan
tanggal 5 April 2007, Lihat juga Putesan ME Mo 21-
22 PULV 2007,

4.2. Pengaturan Penguasaan Tanah Pantai
oleh Orang Asing dalam Rangka
Pengembangan Kepariwisataan
Pantai Di Kabupaten Lampung Barat

a. Kondisi Penguasaan Tanah Pantai
di Indonesia Okeh Pihak Asing

Indonesia adalah negara Agraris vang
terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Kepamilikan dan penguasaan tanah oleh
raxyat dan negara telah diatur dalam U1TPA,
Ditegaskan bahwa hanya WNI yang dapat
mempinyai hubungan sepenuhnya dengan
bumk, air, ruang angkasa dan kelsavaan alam
vang terkandung di dalammnya { Pasal 9 (1} ),
Ketentan ini mendapat penerapan lebih
kanjut dalam pengaturan Hak Milik sehagai
Hal: Atas Tanah terkuat dan terpenuh yang
dapatdipunyai atas mnah. Haoya Wl vang
dapat mempunyai Hak Milil atas tanah
{Fasal 21(1})). Konsekuensinva adalah
penguasaan hak atas tanah oleh WHNA
dibatasi, yakni hanya dimungkinkan
diberikan Hak Pakai amu Hak Sewa,

Negara Indonesia dalam pengembangan
pembangunan sumber dava agraria dan
sumber  daya  manusia  sangat
membutuhkan invesmsi nasional maupun
asing. Untulk mengimbangi pesatnya
kebutuhan hukum dan memberi jaminan
kepastian huloum bagi WHA vang ingin
memperaleh hak atas tanah i Indonesia
dikeluarkan beberapa peraturan, di
anfaranya PP No.4d Tahun 1995, PP Mol
Tahun 1996 dan PMNASKEPN Mo Tahun
1996, Peraturan-peraturan tersebut
merupakan kebijakan Pemerinmh dalam
melaksanakan amanat UUPA yang
memperkenankan WNA yang
berkedudukan di Indonesia untuk
memperakeh nab dengan stmms Hak Pakai
{HE}. Demikian juga untuk WHI ketarunan
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vang dibatast dalam pemilikan tanah
dengan status Hal Guna Bangunan (HGE).
Selama ini dalam praktiknva banvak
ditemui persengke@an kepemilikan mnah
antara WHA awu WHNI keturunan dengan
WHI yang namanva dipakai/dipinjam
untuk dan atas nama @nah tersebot dengan
status kepemilikan Hak Milik. Sanes tnah
Hale Milik ams nama seorang WHNI tersebut
sebenarnva hanyva dipinjam namanya saja.
Yang mana antara WK1 dan WHNA amu W]
keturunan mambuat suatu perjanjian di
hadapan Motaris yvang isinya bahwa WHI
tetap mengakui kepemilikan WHA atau
WHNI kemrunan tersebut dan baik dirinya
maupun ahll warisnya ticak akan
melakukan tunmitn apapun terhadap mnah
tersebul,

[romisnyva ada beberapa perjanjian vang
dibuat perjanjian di an@ra mereka hanya
dibuat dalam sehelai kertas perjanjian
bermaterai [aktz di bawah mngan], bahkan
saking percayanya hanya berdasar
perjanjian lisan. Mereka mengamsnamakan
pacarnya, sepirnya atau teman bisnisnyva,
Pada saat hubungan harmonis dan terjalin
baik sepertinva tidak ada yang merasa
dirugikan, tetapi sehaliknva pada saat
terjadi percekcekan, perselisihan barulah
timbhul  permasalahan  kepemililkan
tersebut Bagi WNI merasa kepemilikan
nah vang mekekat dalam sertifikat dengan
status Hal Milik adalab atas dirinya.
Sedangkan WHNA atmae WNI keturunan
berpegang pada perjanjian yang dibuat di
hadapan Notaris, perjanjian di bawah
fmngan atau perjanjian secara lisan, balhwa
tanah itu adalan miliknya. Praktik
kepamilikan tanah terselubung ini
sebenarnya tidak perla terjadi, bila mereka
menm@ati hukuwm, sadar huloum.

Merelka sebenarnya sudah mengetahui
akibatnya di kemudian hari tentang
perbuatan hultum pinjam nama i, teapi
kerena peraturan perundang-undangan
membatasi status HP maupun HGEB,
sehingea HP ataupun HGE sangat tidak
diminati oleh WHNA atan WNI keturenan
dengan beragam alasan. Justru mereka
mencari celah agar mempernkh status Hak
Milik atms tanahnya. Pada umumnyaz
alasannva agar tanah tersebut dapat
dijadikan agunan dengan nilai vang kbih
tinggi.

Fada posisi demikian sebenarnya
menempatkan WNA pada posisi yang
lrmah. Untuk mengamankan kepemilikan
mnahnya, sertifikar yang atas nama WHI|
tersebut, dipegang oleh WHA atgu WHIL
keterunan. Hal inipun mempunyai potensi
konflik vang sangat besar, karena WHNA
dapat ditudub melakokan tindakan
kriminal menyvembunyilan sertifikat orang
in.

WHNI vang dipinjam namanya untuk
sertifikar dan usaha WHNA tersehut, sepintas
tampak menguntungkan itupun hila
diilkutkan dalam wsaha tesehut, @pi ada
juga yang sekedar dipinjam namanya dan
diberi semacam pendapatan atau fee yang
refatif kecil dan tak seimbang dengan
usahanya, Sepertinya WHNI sebagai pemilik
perusahaan @pi hanya sekedar nama, dan
tiddak mempunyal investas! jangka panjang
dan akan sellu mnduk kepada kehendak
WNA glaw WHNI keturunan, Bahkania tidzk
menjadi tuan di negeri sendiri.

Munculnya situs www.privateislandson
line.cam  berjudul fstand Saole for Sale in
Indaresia vang mau menjual Pulau Siloinak,
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lKanduai, dan Makaroni di gugusan
lepulzuan MenBwai menuai perdebatan
serjus. Pasainya Private 1slands Inc vang
berkantor pusat di Teronto, Kanada,
mengiklankannva dengan  banderal
U5513.6 juta. Padahal ketiga pulaw itu
awalnva berupa tanah ulavayt milik
masvarakat adat suku Menlawai®.
savangnya, pemerinlah pusat hingga
daerah seokh-olh coct angan. Alasannya
ridak ada salipun yang mengaku pernah
memberi izin. Masalahnya tidak hanya
samipaidi sim. Sehab, menjual sebuab pulau
sama artinya menjual Tanab A Hal it
dapatdipastikan melanggar UJD 1945 dan
UU No. 43 mhun 2008 tentang Wilayah
Megara,

secara Cidak Rngsung, penguasaan tanah
oleb pthak asing dilakukan dengan cara
menggunakan dan mengal@snamalian
orang domestik  ataupun  melalui
mekanisme perkawinan. Misalnya,
penguasaan Pulau Penyawaan okh-arang
asing di gugusan Kepulavan Karimun Jawa,
Kabupaten Jepara, vang mengatasnamakan
istrinyva arvang asli daerah ity sudah
membuktikannya® Pala serupa tak hanva
berkingsung di Kepulauan Karimun Jawa
melainkan juga di Kepulauan Riaw Orang-
orang kaya Singapura vang menguasai,
temiliki kawasan pesisir Pulau Bintan,
Kepuluan Katuna, Kepulzuan Anambas,
hingga pulau kecil dengan membangun
resor  yang  Repemilikannya  juga
mengatasnamakan srinya akao orang lokal
sebagai mitranya. Orang luar yang mau
masuk kawasan itu harus membayar tiket
hingga Rp 500.000,00 Padahal, pengusaha
Singapura selaligus pemilik resor tidak
perlu tiliet masul. Bahkan, kapal pesiarnya
langsung berlabul di pinggir resornyva

U Media Indanasta, 29702009
¥ toid, Mediz Indanesia, 29820059

Bnpa rinangan apa pun. Int berarti pulay-
pulau itu seolah-olah sudab jadi miliknya.

Bisa jugs penguasazn  tanahnya
mengatasnamakan orang lokal hingpa
memaosisikan pemerintah daerah sebagai
mitra bisnisnya, tapi permodalannya
hersumber dari pihak asing. Hal ini alan
mempermudah mendapathkan perizinan
termasuk pola hak pengusahaan perairan
pesisir [[HP2] vang diatur dalam UL No 27
Tahun 2007 tentang Pengelolzan Wikyah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Contohnya,
arang Mabysia vang ikut memiliki saham
Repemilikan mengelola hingga
meamanlaatkan Pulzu Komodo bersama The
Natural Conservation  (THMC] dan
Pemerintah Daerah Musa Tenggara Timur
sehagai daeralh wisata, Pulau Komodo
berubah jadi kawasan eksklusif dan nelayvan
tradisional amat sulit mendapatkan hak
akses hingga kelala akibat keamanan
swasta (private security) menjaganya.
Begitu jugs, orang Ingeris telah menguasai/
memheli Pulau Bidadari di kawasan Taman
Nasional Komodo.

"ola penguasaan anah okh pihak asing
vang lain tidak meng-gunakan mekanisme
perkawinan at@u mita hisnis. Melainkan
melalui "kolusi® dengan pemerintab lokal
yvang berment] pedagang. Hadirnya HP3
bagal "ajt mumpung” bagi birokrat Mereka
akan berkolesi dengan pengusaha asing
hingga lokal untuk memuluskan perizinan
untuk penjualan hingga penvewaan sebuah
pulaw, Apalagi undang-undang otonomi
daerah membokhkan investasi langsung
[faveign investment] ke dasrah.

Eondisi di atas jika dibiarkan akan
beralibat fatal karena perorangan, badan
usaha, hingga birakrat bermentz] padagang
alkan berlomba-lomba mengurus HP3
untule memiliki pulau kecil maupun
kawasan pesisir sirategis [selat, teluk,

14
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hingga delt). HF3 itw nantinya bisa jadi
diparjualbelikan kembali [fransferability)
ke pihak asing lain melalui modus
perkawinan, mitra bisnis, hingga kolusi
Artinya, HF3 bukan melindungi pulaw kecil
vang mengandung sumber dava keunikan
{fora dan fauna endemik] perairan {ikan
karang, terumbu karang, lamun, dan
mangrove] hingea daratan pulao {burung,
monyet, bigwak, ular dan vegemsinya ) agar
temp jadi milik negara (stote property
righit), Hingea membelehkan nelayan
tradisional, masyarakat adat hingga suku
nomaden [Bajo dan Sulku Laut) tanpa
dikejar-kejar aparat swasta [Comman
property right}. Justry, membiarkannya
dikuasai asing melalui mekanisme
penjuakin atau penyewaan hingga menutup
akses nelayan tradisional dan suku
nomaden  mengelola/memanfaatkan
sumber davanya. Hal ini jelas melanggar
Pasal 20 avat {1) UU No 43 Tahun 2004
menyanghkut batas  wilayah  vang
menyatakan setiap orang  dilarang
melakukan  upaya menghilanghkan,
merusak, mengubah, atau memindahkan
wnda-mnda baks negara, aru melkekan
‘pengurangan luas wilayah negara®

Mekanisme HP3 yang membolehkan
penguasaan pulau kecil oleh pengusaha
{asing hingga domestik)] identik dengan
tindakan pengurangan luas wilsvah negara,
Bukanlkah tindakan ini mengancam
kedaulamn nasional ki atas pulau-pulay
lkecil baik yang berlekasi i wilavah
perbamsan maritim, laut teritorial, hingga
perairan khusus (teluk, deli, estuaria,
hingga selat)? Amat disayangkan lagi,
pemerinmh memopsisikan masvarakat adal
sehagai alat untuk mempercepat
pemberlakean HP3  dengan  alasan
melindunginya. Sulit membayangkan
kepentingan bisnis [pemilik modal) vang
berorientasi 'keuntungan’ bersanding
dengan kepentingan masyaralkat adat yang

bercrientasi ‘'budaya dan ckalogis. Pasti
kepentingan pemilik modal akan
memenanginya karena masyarakat kit
amat renlan dengan kemiskinan hingga
ketidakadilan ekonomi. Buktinya, di Pulau
Kandui wang mau dijual itu sudah
mengamhbil alih tanah uwlayat milik
masvarakat adat Mentwal yvang berubah
jadi resor mewah. Padahal hingga kini,
pulau im masth menyisakan twjuh rumah
adat simbol masyarakat adat Mentwai,

Adapun dampak bagi negara, akibat
praktik-praktik tersebut di alas negara
sangat dirugikan. Beberapa kasus yang
muncul dalam persengkstaan tanah ini
selalu berkaitan karena adanya salah satu
pihak memang sefak awal mempunyai niat
ticlak baik dan tidak jujuer, ingin menguasai
vang bukan haknya, meningkatnya
kebutuhan, dipengaruhi pihak ketiga dan
di pihak lain [investor] juga tidak
memenuhi janji-janjinya setelah
kepemilikan dan perusahaan berkembang
maju,

b. Model Konsep Penguasaan Tanah
Pantai Oleh Pihak Asing untul
Pengembangan Kepariwisataan
Pantai di Kabupaten Lampung Barat

Penguasaan fanah oleh pihak asing tidak
bisa dihindari, mengingat mobilimsnya dan
vang masuk ke wilayah Indonesia terus
meningkat di Erva globalisasi dewasa ini.
Apalagi seiring perubahan politik pada
arde bary, justra banyal: mnah dikuasai okh
sekelompok pemadal asing.™ Misalnya
dengan berbagai regulasi vang dikeluarkan
pemerintah, seperti kebijakan deregulasi
Olktober 1993 yvang menyederhanakan

B Gumaen Wiradi, Mriesig-Prinsg eferme Agrario
Jalaa Penglidupen drn Kemuak-mursa Rakver,
Yopwekaro: Lapera Pustika Uama, 2001, him, 163
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proses pemberian HGU dan HGB.!
Sehingga pihak yang divntungkan oleh
kebijakan pemerintah pada masa Orde Baru
satmpal tahun 2005 adalah perusahaan
besar swasta dan pemerintah sendiri?®
vang berorientasi pada pertumbuban
ekonomi,

Pihak asing vang masuk ke Indonesia i,
selain mempunyail tujuan wisata, juga
berupaya menanambkan modal untek wsaha
dengan menguasai tanah. Hal ini
diindikasikan oleh banyaknya pihak asing
yang menguasai anah di beberapa tempat
di Indonesta, di antwranya di Provinsi Bali*®
Demikian juga di wilayah Pantzi Kabupaten
Lampung Baralk

Kabupaten Lampung Baral memiliki aset
wilayah pesisir sepanjang 220 km dan
sangat potensial dikembangkan menjadi
obvek wisata pantai. Terdapat 7 (tujuh)
obyek wisat pan@i yang sangat potensial
dikembangkan, yaitu Pantai Tanjung Setia,
Fantai Selalau, Pantai Way Jambu, Pantal
Labithan Jukung, Pantat Way Haru, Pantai
Way 5indi, dan Pantai Suka Megara.
Meskipun sampai saat ini baru berhasil

. Maria 5W Sumardjono, Teeed dofem Perspekal Hak
Fiomami Sesiel son Badeva, |akarm: Buba Kompas,
2009, him, 23; Endang Suhendar & Ifdhal Hasio,
Toaek sehagal bomadiios, kafian keios a2 tebifaken
perteashan orde baew, Jalart: Lembaga Studi
Aclvalzazi Masyarakaz {ELSAM). 1994, hln. 4

“ Hurhasan lsmail, Perkimbrogren Hakrm Perfonohon,

Pepaskatan Ekernemi Polink, Yogyakar@: Kerjsama

HuMa dan Magister Hukum LIGM, 2007, hlm, 247

305,

Pravinzi Bali yang merupakan mjuas wisat nkna

i [ndenesia, g mhon 2001 ctelah memiliki

pembiluk WHA sehanyak 971 |iwa [BES Provingi

Ball, 2001). Zhusus i Rabupaten Tabanan, sampal

ik akhir mhun 2006 teih rercawt sebanyak 16

‘.'E'Idl. dik WA lhat | Mk Sumadea, Analisis Model

Herfesanta Pemerfiatrn Tanah Avmoee Wargs Negara

dsing Dengan Peodedick Lekal (Saadi Kasus & Desa

Leleng Lingoah Kecamaron Seleoradey Barad

Kabuperen Tabanen Proviasi Boii, Theses,

Marmijemen dan Bisnis - Institut Percinlan Bogar,

2008 bt felibrare mipluacid fadlghp, dinkses

23 Deagarmber 2010

dikelola sekitar 40 persen, tetapi setiap
mmhun sudab dikunjungi sekitar 3.000
wisatawan mancanegara [Amerika,
Australia dan Eropa). Pada tahun 2008
Bupati menempathkan pariwisat@ sebagai
sektor unggulan dalam pembangunan
daerah?” Kabupaten Lampung Barat terdiri
dari 17 kecamatan dengan 195 pekon dan
& kelurahan.

Berdasarkan uraian secara deskeiptif
penguasaan Bnah pantai oleh pihalt asing
di wilavah lain Indonesia seperti dj atas
diperokh gambaran bahwa pertimbangan
utama dilaksanakannya model pinjam
nama afau perkawinan adalah ckonomi
rumah tangga. Hal inipun terjadi juga di
wilayah Pesisir Barat Kabupaten Lampung
Barat Sedangkan beberapa aspel hinnya
cenderung tidak dipertimbangkan secara
mendalam, sehingega model ini tidalk
mampu memelihara beberapa @t nilai
sosial masyarakat, dan tidak bermanfaat
secara ekonomi sumber daya agraia, dan
tidak sah secara hulkum. Dengan demikian
vang perlu diperhatikan pada model
pinjam nama adakh aspek sosial, ekonomi
sumber daya agraria, hukum, dan beherapa
aspek vang terkait dengan pemanfaatan
tnah.

Fada maodel kontrak/sewa tanah untuk
bangunan seperti vang diatur dalam Pasal
45 UUPA juga menggunakan indilator
elkonomi  rumah  tangga  sebagai
pertimbangan utama, Model ini kurang
memberikan kepastian dan perlindungan
lrekum serta tidak mendulkung terciptanya
tertib administrasi permnahan, Karena Hak
sewa ni tidak ada kewajiban untuk
tnendaflarkannya ke Kantor Pertanahan.
Keuntungan pada model kontrak/sewa

|]§E Leblnpperampisghacatword press.comf
20D 0FEE fobiclk-wizatg-panmi-Ampung-barar

helum-tarparg p-optimaly, diakses 23 desembor
ELOR
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tanah yailu tidak terjadi peralihan hak
kepada WHNA. Pemilils nah masih mampu
memelihara beberapa tate nilai sosial
masyalat, serta tidak mengurang: hak
kepemilikan ams mnah masyarakal Dengan
demikian vang perlu diperhatikan pada
model kontrak /sewa mnah adalah aspek
hulum dan beberapa aspel terkait dengan
pemanlaatan tnah.

Berdasarkan uraian di atas bahwa konsep
vang tepat untul diterapkan dalam
pemanfaatan tanah antara WHNA dengan
penduduk lokal ataupun pemernntah
daerah adalah Hak Pakai di atas lanah hak
milik. Halt pakai di ams tmnah hak milik
merupakan hak untuk menggunakan dan/
atau memungut hasil dari tinah milik orang
lz2in, yang memberi wewenang dan
kewajiban yang ditentukan dalam
perjanjian dengan pemilik tnahnya, vang
bukan perjanjian sewa menyewa atau
perjanjian pengolahan anah,

Hak Pakai di atas tanab hak milik
merupakan alternatif vang mampu
mengatasi beberapa kelemahan pada maodel
pinjam nama, perkawinan, dan kontrak/
sewa tanah, khususnya pada aspel
penguasa-an  fanah. Alternartif ini
memenuhi aspek keadilan, kemanfaaman,
dan kepastian hukum. Aspek keadilan
dapat dilibat dari dua sisi. Pada sisi
pertima, WA diberi kesempatan untulk
mempunyai hak atas tanah heserta
bangunan. Pada sisi kedua, keberlanjutan
sistem lehidupan masyarakat tetap
terlindungi karena tidak harus kehilangan
halk kepemilikan tanahnya sehingga
Pemerintah tetap dapal melindungi
kepentingan masvarakatnya., Aspek
kemanfaatan, dapat dilihat dari sist WHNA
bahwa kesempatan untuk mempunyai hak
atas nah danbangunan dengan swius Hak
Fakai di ams mnah Hak Milik merupakan
salah sam sarana unmik dapat memenuhi

kebutuhannya untulk mempunyai home
sty maupun usaha, Pada sisi masyarakat
dapat meningkatkan pendapatan ekonami,
demikian halnva bagi Pemerintah hal ini
akan memberikan pemasukan pada
keuangan negara dalam bentuk uvang
pemasukan tahunan dan pajak, Aspek
kepastion hukum bagi pemegang hal atas
Enaby, yakni dalamwoajud pemberian mirda
bulkti halk vang secara jelas menunjulkian
jenis haltatas tanahnya, subyek haknya, dan
obyek halinya {letak, luas, batas) dalam
bentulk sercifikat tanah,

Hak Pakai di atas tanah hak milik
merupakan kebijakan yvang telah diatur
dakam Pasal 42 UUPA, namun Ldak dapat
dilaksanakan secara efeltif sehingga
disebut waswccesfill implementation, Oleh
karena itu, implikasinya pada tataran
kebtjakan adalah perlunya segera disahkan
Undang-Undang tentang Hak Milik
sebagaimana telah lbma diperinhkan okh
UUPA ataupun Undang-Undang Hak-Hzak
Ams Tanah yvang telah dinangkan dalam
Pralegnas 2009-2014, Selain in, perlu pula
dilzkuxan penyempurnzan terhadap PP N
41 Tabun 1996, Pada segi aktor pelaksana
kebijakan, diperlukan adanya kesiapan
aparal calam melaksanakan pemberian HP
di atas tanah hak milik, khususnya
kemampuan aparat untuk meng
implementasikan kebijakan secara efaktif,
Pengawasan dan pengendalian perlu
ditingkatkan, serla jabatan ranglkap PPAT
tengan jabamn lain vang ada selama ini
perlu dikaji ulang. Selanjutnya pada m@ran
lingkungan, diperlulan puilic opinion yang
baik mengenai kebijakan pemberian HP di
atas tanah hak milik melalul sosialisasi vang
intensil.

Khusus mengenai pemanfaatan tanah
untuk pembangunan  haotel/ vila/
bungalow fhome stav perlu dilakukan
pengaturan tersendiri yvang paling tidak
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dalam bentuk peraturan daerah, Pihak-
pihak yang melakokan kerjasama
pemanfaatan wnah periu melaksanalan
etika bisnis denpan menekankan pada
sudut pandang moral  sehingga
kemungkinan timbulnya sengketa antar
pihak maupun dengan masvarakat di
cekimrnya meniadi lebih kecil,

Dampak bagi Pemerintah Kabupaten
Lampung Barat, apabila proses Halk Pakai
benar-benar diterapkan adalah sangat baik.
Dalam hal ini akan terjadi proses
perpanjangan dan pembaharuan hak vang
dapat menambah uang pemasukan ke kas
negara ataupun kepada masvarakat
pemegang hak milik atas tanah vang
membebankan hak milik atas tanahnva
dengan hak pakal. Pemerintah Dacrah dan
masyarakat Lampung Barat pada masa
mendaang akan mendapatkan manfaat
alas perpanjangan aaupun [JE‘H'I]}H'J'TEH'UEIFI
halk atas nah tersehut

IV, SIMPULAN DAN SARAN
4.1 5impulan

A, Aturan BErangan penguasaan tanah hak
miltk aleh pihalk asing, vang sejak
divndangkan sudah mengalami cacat
bawaan, sehingga tidak lengkap dan
tidak  mampu menyelesailkan
persoalan-persoalan penguasaan Enah
hal milik oleh  pihalk  asing.
Ketidakmampuan aturan larangan
penguasaan knah halemilik oleh pihale
asing, dikarenakan sclain adanya fakeor
hulkum juga nen-hukum yait sosial
dan ekonomi. Faktor elkonomi mmpak
tominan dalam penguasaan @nah hak
milik oleh pikak asing, mereka
mendapatkan keuntungan ekonomis
dengan adanya penguasaan @nah oleh
pihal asing, meskipun keuntungan
janghka pendek. Dengan demikian, maka

penyvelundupan  hukum tidak
terhindarkan dan aturan ini tidak
efeletif dalam aktualisasinya.

. Konsep vang tepat untuk diterapkan
dalam pemanfaatn mnah antara WHNA
dengan pendudul lakal amupun dengan
pemerinth daerah adalab Hale Pakai di
atas tanah hak milil. Halk Palai di atas
tanah halk milik merupakan alternatif
vang mampu mengatasi beberapa
kekmahan pada model pinjam nama,
perkawinan, dan kontrak/sewa tanah,
Alternatif ini memenuhi aspek
keadilan, kemanfaatan, dan kepastian
hukurm.

4.2 5aran

a. Padatamran kebijakan nasional adalah
perlunya segera disusun Undang-
Undang tentang Hak Milik sebagaimana
telah lama diperintahlan oleh UUPA,
atau Undang-Undang Hak-1ak Atas
Tanabh wvang sudah masuk dalam
Prokgnas 2009-2014. Selain ihy, perly
pula dilakukan penyempurnaan PP No
41 Tahun 1996,

b. Pada tataran Pemerintah Daerah
[Kabupaten Lampung Barat perlu
segera melakukan perencanaan
pengembangan kepariwisataan pantai
dengan menerbitkan Perda Tata Ruang
Wilayvah, Perda pengembangan
liepariwisataan pantai, dan
pembenahan infrasbrukbur,
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